PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi
keuangan dan transaksi-transaksi yang penting yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama
satu periode pelaporan. Salah satu fungsi laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang
dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk
melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, untuk menilai kondisi keuangan, untuk
mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta untuk membantu menentukan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016
menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan
pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (user) dalam menilai akuntabilitas dan membuat
keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai
seluruh pengeluaran;

2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan
alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangundangan;

3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan
Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya
dan mencukupi kebutuhan kasnya;

5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan
sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang
berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah
mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode
pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan
informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas
pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah.

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah ;

d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahdalam (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

f.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

i.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor:1425);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

k. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

I.  Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan
Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarya Tahun 2013 Nomor 9);

m. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2011 Nomor15);

n. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 (lembaran
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 17);

0. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016
(lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 12);

p. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi,
Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2012 tanggal 30 November 2011);

g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Dana Keistimewaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 58);

r. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 121 Tahun 2014);

s. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman
Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2014 Nomor 123);

t. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan
Akuntansi (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2015);
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13.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2015 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2015 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016
(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 121) sebagaimana telah dirubah
terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119
Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
Anggaran 2016 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 74) sebagaimana
telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72
Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2016 Nomor 72) ;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2016 tentang tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016
Nomor 92);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Barang Persediaan.

Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi
Secara geografis, DIY terletak pada bagian tengah Pulau Jawa, dengan sisi selatan dibatasi

Samudera Indonesia, sedangkan di bagian lainnya berbatasan dengan enam kabupaten di wilayah

Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

vk w e

Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah Timur Laut
Kabupaten Wonogiri di sebelah Timur dan Tenggara

Kabupaten Purworejo di sebelah Barat

Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut

Kabupaten Boyolali di sebelah Utara

DIY terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 78 kecamatan dan 438 desa/ kelurahan,

dengan perincian:

LA

Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/ desa;
Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/ desa;
Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, 88 kelurahan/ desa;
Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/ desa;
Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/ desa.
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Gambar 1.1 Peta Administrasi DIY
(Sumber: Bappeda DIY, 2013)

DIY posisinya terletak diantara 7°.33’ - 8°.12’ Lintang Selatan dan 110°.00’- 110°.50" Bujur

Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km? atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km?).
Pemda DIY menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk
kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemda DIY meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan dengan
masing-masing urusan sebagai berikut:
1. Urusan wajib meliputi:

a. Pendidikan
Kesehatan
Pekerjaan Umum
Perumahan
Penataan Ruang
Perencanaan Pembangunan
Perhubungan

S®m ™m0 a0 o

Lingkungan Hidup
Pertanahan

Kependudukan dan Catatan Sipil

[—

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

I.  Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

m. Sosial

n. Ketenagakerjaan

0. Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah

p. Penanaman Modal

g. Kebudayaan

r. Kepemudaan dan Olahraga

s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian
Ketahanan Pangan
v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
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w. Komunikasi dan Informatika
X. Perpustakaan

2. Urusan pilihan meliputi:
a. Pertanian
b. Kehutanan
c. Energi dan Sumber Daya Mineral
d. Pariwisata
e. Kelautan dan Perikanan

3. Urusan Keistimewaan meliputi:
a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;

b

c. Kebudayaan;
d. Pertanahan;
e

Tata Ruang.

Tahun 2016, Pemda DIY mengalami perubahan kelembagaan yang diatur dengan Peraturan
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta. Perda Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tersebut menggantikan Perda
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Perda Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY sesuai dengan Perda Istimewa Nomor 3
Tahun 2015 sebanyak 35 OPD sebagai Entitas Akuntansi ditambah dengan PPKD sebagai Entitas
Akuntansi dan Entitas Pelaporan. Adapun OPD Pemda DIY adalah sebagai berikut:

2.  Sekretariat DPRD
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

4. Inspektorat

5.  Satuan Polisi Pamong Praja
Dinas Daerah:
1. Dinas Kebudayaan
2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

= B

Dinas Kesehatan

5. Dinas Sosial
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6. Dinas Perhubungan

7. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10. Dinas Pariwisata
11. Dinas Pertanian
12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
13. Dinas Kelautan dan Perikanan
14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
15. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
16. Dinas Komunikasi dan Informatika
Lembaga Teknis Daerah:
1. Badan Kepegawaian Daerah
2.  Badan Pendidikan dan Pelatihan

3.  Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

5. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal
6. Badan Lingkungan Hidup
7. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
8.  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.  Rumabh Sakit Jiwa Grhasia
10. Rumah Sakit Paru Respira

Lembaga Lain
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.  Sekretariat Parampara Praja
3.  Kantor Perwakilan Daerah

4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap OPD selaku entitas akuntasi juga
melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Entitas
Pelaporan adalah Pemda DIY yang dilaksanakan oleh PPKD dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
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1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab |

Bab Il

Bab IlI

Bab IV

Bab V

Bab VI.
Bab VII.

Pendahuluan
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
2.1. Informasi tentang Kebijakan Keuangan dan Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Umum dan Strategi dan Prioritas APBD
2.3. Rencana Program dan Kegiatan
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja
3.2. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Kententuan Yang Ada
Dalam SAP pada SKPD
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1. Rincian dan Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1. Pendapatan-LRA
5.1.2. Belanja
5.1.3. Transfer
5.1.4. Pembiayaan Netto
5.2. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan SAL
5.3. Rincian dan Penjelasan Neraca
5.3.1. Aset
5.3.2. Kewajiban
5.3.3. Ekuitas
5.4. Rincian dan Penjelasan Laporan Operasional
5.4.1. Pendapatan-LO
5.4.2. Beban
5.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
5.6. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas
5.6.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan
5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan
5.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
5.7. Peristiwa Setelah Laporan Keuangan
Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan
Penutup
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